
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Izin 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 

Pera tu ran menetapkan perlu Menteri Indonesia, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), 

Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran 

MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN 

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 



MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN !ZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 

Perubahan Ked ua atas Undang-Undang Nomor 21 

Tah un 2014 ten tang Pernerintahan Dae rah (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 6141); 

4. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tah un 2018 ten tang 

Pclayanan Pcrizinan Ber usaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lcrnbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 

5. Perat.uran Presider; Nomor 18 Tahun 2015 ten tang 

Kcmcntcrian Kctcnagakcrjaan (Lernbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tah un 

2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pcraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Pcraturan Prcsidcn scrta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Mentcri di 

Kcmcntcrian Kctcnagakcrjaan (Serita Negara Republik 

Indonesia Tah un 2015 Nomor 411); 
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Pasal 1 

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tcnaga 

kerja Indonesia yang mcmcnuhi syarat sebagai pencari 

kcrja yang akan bekerja di luar negeri dan tcrdaftar di 

instansi pemerintah kabupatcn/kota yang bertanggung 

jawab di bidang kctcnagakcrjaan. 

2. Pckcrja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang akan , sedang, atau tclah mclakukan 

pekerjaan dcngan mcncrima upah di luar wilavah 

Rcpublik Indonesia. 

3. Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

yang sclanjut nya disingkat P3MI adalah badan usaha 

berbadan hukum perseroan terbatas yang tclah 

memperoleh izin tcrtulis dari Menteri untuk 

menyelcnggarakan pclayanan penempatan Pekcrja 

Migran Indonesia. 

4. Pernbcr i Kcrja adalah instansi pcmcrintah , badan 

hukum pemerintah, baclan hukum swasta , dan/ a tau 

perseorangan di negara tujuan penempatan yang 

mempekcrjakan Pekcrja Migran Indonesia. 

5. Perizinan Berusaha Tcrintcgrasi Secara Elcktronik 

(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut 

OSS adalah pcrizinan berusaha yang ditcrbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, 

pimpman lembaga, gubernur, atau bupai.i/wali kota 

kepada pelaku usaha melalui sistern elektronik yang 

tcrin tegrasi. 

6. Surat Izin Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP3MI adalah 

izin tcrtulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan 

usaha bcrbadan hukum Indonesia yang akan menjacli 

P3MI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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urusan pemcrintahan di bidang ketenagakerjaan di 

bidang kete nagakcrjaan provinsi. 

16. Direktur .Jerideral adalah <lirektur jenderal yang 

bertanggung jawab di bidang penempatan tcnaga kcrja 

dan pcrluasan kcscmpatan kcrja. 

15. Dinas Provinsi ada la h in st.a n si yang menyelenggarakan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan kabupatcn/ kota. 

vang instansi adalah Kabupatcn / Kota 14. Dinas 

digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran 

mutu dalam sctiap pcrusahaan. 

12. Kornitrncn adalah pcrnyataan Pclaku Usaha untuk 

memcnuhi per syaratan 1z111 usaha dan/ a tau izin 

kornersial atau opcrasional. 

13. Kantor Cabang Pcrusahaan Pencmpatan Pckcrja 

Migran Indonesia yang selanjutnya discbut Kantor 

Cabang P3MI adalah cabang P3MI yang bertindak 

untuk dan atas narna P3MI yang bersangkutan. 

van° . b in tern a tional standar adalah 9001 1 1. ISO 

mckanisme kerja pengelolaan data dan inforrnasi yang 

terpadu bidang ketenagakerjaan. 

Presiden Direk tur. 

10. Sis tern Informasi Ketenagakerjaan Tcrpadu yang 

selanjutnya discbut Sisnakcr adalah kesatuan 

komponen yang terdiri atas lembaga, sumbcr dava 

marrusia, pcrangkat kcras, perangkat lunak , dan 

substansi tcrkait satu sarna lain dalarn sat u 

melakukan Lembaga OSS setelah perusahaan 

pendaftaran. 

9. Pcnanggung .Jawab adalah Direktur Utarna atau 

menyelenggarakan uru san pemerintahan di bidang 

koordinasi penanaman modal. 

8. Nomor Izin Berusaha yang selanjutnva disingkat NIB 

adalah idcntitas pcrusahaan yang ditcrbitkan olch 

yang nonkcmcntcrian pcmcrintahan 

selanjutnva disebut Lembaga OSS ada lah lembaga 

7. Lembaga Pengelola dan Penvelenggaru OSS vang 
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Pasal 2 

(1) Perusahaan untuk mcndapatkan SIP3MI wajib 

memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS. 

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada a vat ( 1) 

merupakan badan hukum perseroan terbatas. 

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipcrolch 

setelah perusahaan melakukan pendaftaran pada 

akscs laman OSS. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (3) 

termasuk pelaporan ketenagakerjaan. 

(5) Pclaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) untuk pcrtama kali dilakukan secara 

otornat is di OSS dan perusahaan Iangsung 

mendapatkan nomor pelaporan wajib lapor 

kctenagakcrjaan di perusahaan. 

(6) Pelaporan ketenagakcrjaan pcriodc sclanjutnya wajib 

dilakukan oleh pcrusahaan melalui online sistern 

(daring) dengan alamat 

http:/ /wajiblapor.kcmnaker.go.id dan dilaksanakan 

scsuai kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesatu 

Urn um 

BAB II 

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERUSAHMN 

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

17. Sadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disc but BP2MI adalah lcrnbaga 

pemerin tah nonkemen terian yang bertugas sc bagai 

pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan 

pelindungan Pekerja Migrnn Indonesia secara terpadu. 

18. Menteri adalah menteri yang mcnyclenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 
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Pasal4 

( 1) Perusahaan wajib mcnyelesaikan pcmcnuhan 

Komitmen SIP3Ml baru, SIP3MI pcrpanjangan, atau 

SIP3MI pcrubahan kcpada Dircktur Jcnderal dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 

(2) Dalarn ha! penyarnpaia n Korn itrne n dinyatakan 

lengkap, Direktur Jcndcral mclakukan verifikasi 

dokumcn pcrsyarutan paling lama 2 (dua) hari kerja. 

(3) Dalam ha! verifikasi dokumen scbagaimana 

dimaksud pada ava t (2) dinyatakan lcngkap dan sah , 

Dirckt ur Jcndcral rnelakukan penilaian 

kclayakan/ekspos paling lama 1 (sat u) har i kerja 

dan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari 

kcrja. 

(4) Bcrdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), Mcntcri mcncrbitkan 

SIP3MI dalam wa kt u paling lama 5 (lima) hari kcrja. 

(5) SIP3MI ya ng cliterbitkan Menteri sebagairnana 

dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi olch 

Kernen terian Kctcnagakcrjaan kcpada Lcmbaga OSS 

untuk dapat bcrlaku cfcktif. 

Pasal 3 

Pcncrbitan SIP3MI diberikan melalui ta hupa n: 

3. perusahaan rnenyampaikan permohonan SIP3MI 

melalui OSS; 

b. OSS mcnerbitkan SIP3MI berdasarkan Kornitmcn: 

c. perusahaan wajib mcmcnuhi Komitmen Izin Usaha 

SIP3MI; 

d. Dircktur Jcndcral menyampaikan notifikasi SIP3MI 

kcpada Lembaga OSS atas ha sil pcmeriuhun 

Kornit.men; dan 

c. SIP3MI berlaku efektif berdasarkan notifikasi. 

Bagian Kcd ua 

Penerbitan Surat Izin Perusahaan 

Pcncmpatan Pekerja Migran Indonesia 
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memenuhi Komitrnen persyaratan: 

a. surat pcrmohonan dari Pcnanggung .Jawab 

pcrusahaan kcpada Mcntcri mclalui Direktur 

.Jcridcral di atas kertas bermeterai cukup; 

b. bukti modal disctor yang tcrcantum dalam akta 

pendirian per usahaan paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (Iirna miliar rupiah); 

harus perusahaan 

Pasal 7 

mendapat SIP3MI, (I) Untuk 

Paragraf I 

Pcmenuhan Kornitmen Surat Izin Pcrusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Baru 

Bagian Keempat 

Pcmcnuhan Kornitmen Surat Izin Pcrusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

Pasal6 

SIP3MI dibcrikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 

dapat dipcrpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali. 

Bagian Kctiga 

Masa Berlaku Surat Izin Perusahaan 

Penempatan Pe kerja Migran Indonesia 

Pasal 5 

Pcrusahaan dalam pcmcnuhan Komitrncn pcrsyaratan dan 

pcmutakhiran data SIP3MI dilakukan melalui Sisnakcr 

untuk dinotifikasi ke OSS. 

(6) Bentuk SIP3MI bar u, perpanJangan, dan perubahan 

scbagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) scsuai Format 

1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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c. bilyet deposito alas narna pcrusahaan scbcsar 

Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima rat us juta 

rupiah) pada bank pemerintah; 

d. pcnguasaan sararia dan prasarana kantor 

dibuktikan dcngan surat kcpcmilikan atau 

perjanjian scwa/ kontrak/kcrja sama; 

c. rcncana kcrja penempatan dan pclindungan 

Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) 

tahun bcrjalan; 

f. struktur organisasi perusahaan; 

g. pas foto Penanggung Jawab pcrusahaan berwarna 

merah ukuran 4x6; dan 

h. surat pernyataan Penanggung Jawab pcrusahaan, 

yang memuat: 

1) tidak mcrangkap jabatan sebagai direksi pada 

P3MI lain; 

2) tidak pcrnah dijatuhi hukuman pidana yang 

berkaitan dcngan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia; 

3) bersedia mengubah dan mcnycrahkan bilyct 

dcposito scbcsar Rp 1.500.000.000,00 

(satu miliar lima ratus juta rupiah) atas 

nama perusahaan menjadi atas narna 

Mcntcri q.q. P3MI kcpada Dircktur Jenderal 

bagi per usahaan yang ditetapkan sebagai 

P3MI pada saat pengambilan SIP3MI; 

4) memiliki sistem ma najeme n mutu yang 

dibuktikan dcngan scrtifikat ISO 9001 dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 

setelah mcndapatkan SIP3MI; dan 

5) mclakukan proses pencmpatan Pekerja 

Migrnn Indonesia dalarn jangka wa kt u paling 

lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan 

SIP3MI. 

(2) Sarana dan prasarana kantor sebagaimaria dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf d, paling sedikit memiliki: 
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Pasal 8 

( 1) P3MI dapat mengajukan permohonan pcrpanjangan 

SIP3MI kcpada Mcnteri paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kcrja scbclum ma sa berlaku SIP3MI bcrakhir. 

(2) Untuk merigajukan perrnohonan pcrpanjangan 

SJP3MI sebagairnana dimaksud pada avat ( 1 ), P3MI 

harus memenuhi Kornitmcn pcrsyaratan: 

Paragraf 2 

Pemenuhan Kornitmcn Surat Izin Perusahaan 

Pencmpatan Pekerja Migran Indonesia Perpanjangan 

a. fasilitas standar kesehatan dan kcsclamatan 

kcrja; 

b. ruang kerja komisaris, dircksi, dan staff; 

c. ruang ibadah; 

d. karnar mandi/WC/toilet; 

e. ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan; 

f. tempat parkir kcndaraan roda 4; 

g. sarana transportasi; 

h. peralatan kantor; 

1. papan bagan/struktur organisasi P3MI; dan 

J. papan narna kantor P3MI bcrukuran 1 meter x 

1,5 meter dan dipasang di depan halarnan kantor 

pada tcmpat yang mudah dilihat. 

(3) Rencana kerja penempatan dan pclindungan Pekerja 

Migran Indonesia bcrdasarkan: 

a. proyeksi peluang kcrja; 

b. target periempatan Pekerja Migran Indonesia 

se tiap tahun per negara t ujuan: dan 

c. upaya pcnyelesaian ma salah Pckerja Migran 

Indonesia. 

(4) Bcntuk rencana kerja penempatan dan pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia scbagaimana dimaksud pada 

ayat (3) se suai Formal 2 sebagaimana tcrcantum 

dalarn Larnpiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Pcrat uran Me nteri ini. 
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a. surat permohonan dari Pcnanggung Jawab P3MI 

kepada Mcntcri melalui Dircktur Jcndcral diatas 

kertas bcrmcterai cukup; 

b. SIP3MI yang masih berlaku; 

c. surat rekomcndasi BP2MI yang menyatukan 

PJMI telah mcnyelcsaikan pcrmasalahan dan 

kasus Pckerja Migran Indonesia; 

d. tclah mclaksanakan pencmpatan paling sedikit 

751;;> (tujuh puluh lirna persen) dari rcncana 

pcncmpatan dan pclindungan Pekerja Migran 

Indonesia pada waktu mcmpcrolch SIPJMI; 

e. pas foto Pcnanggung .Iawab P3MI berwarna 

mcrah ukuran 4x6; 

f. bukti rcncana kerja pcncrnpatan dan 

pclindungan Pekcrja Migran Indonesia paling 

singkat 3 (tiga) tahun bcrjalan; 

g. pcnguasaan saran a dan prasarana kan tor 

dibuktikan dcngan surat kcpernilikan atau 

pcrjanjian sewa/ kontrak/kerja sama; 

h. bukti pcnyampaian laporan penempatan secara 

periodik kepada Menteri; 

1. rekapitulasi pcncmpatan Pekcrja Migran 

Indonesia sclama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 

J. neraca kcuangan selarna 2 (dua) tahun tcrakhir 

tidak mengalami kcrugian _yang dibuat olch 

akuntan publik; dan 

k. sertifikat ISO 9001 yang masih berlaku; dan 

l. surat pernyataan Pcnanggung .Jawab P3MJ, yang 

memuat: 

1) tidak mcrangkap jabatan sebagai direksi 

pada P3MI lain; 

2) tidak pcrnah dijatuhi hukuman pidaria yang 

berkaitan dengan pcnempatan Pekerja Migran 

Indonesia; dan 

3) P3MI tidak dalam kondisi dikcnakan sanksi 

administratif pcnghentian semcntara 

scbagian atau scluruh kcgiatan usaha. 
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Pa sal 11 

P3MI yang mcngajukan permohonan pcrubahan SIP3MI 

karena pcrubahan alamat P3MI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b harus mcmenuhi Komitmen 

persyaratan: 

Pasal 10 

P3MI yang mcngajukan permohonan perubahan SIP3MI 

karcna perubahan Penanggung Jawab P3MI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus mcmcnuhi 

Komitmcn persyaratan: 

a. surat permohonan tertulis dari Pcnanggung .Jawab 

P3MI baru kcpada Mcntcri mclalui Dircktur Jcndcral 

di atas kertas bermeterai cukup; 

b. SIP3MI yang masih berlaku; 

c. akte notaris perubahan dan pengesahan akte 

perubahan dari instansi yang bcrwcnang; dan 

d. surat pernyataan Penanggung .Iawab P3MI, yang 

mcmuat: 

1) tidak mcrangkap jabatan scbagai Pcnanggung 

.Jawab pada P3MI lain; 

2) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang 

bcrkaitan dcngan pcnempatan Pekerja Migran 

Indonesia; dan 

3) bcrtanggung jawab atas Pekerja Migran Indonesia 

yang telah ditcmpatkan. 

Pasal9 

P3MI dapat mcngajukan permohonan perubahan SIP3MI 

dalarn hal terjadi perubahan: 

a. Penanggung Jawab P3MI; atau 

b. ala mat P3MI. 

Bagian Kelima 

Pemenuhan Komitmcn Surat Izin Perusahaan 

Penempatan Pckcrja Migran Indonesia Perubahan 
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Pasal 14 

Deposito uang jarninan ditcmpatkan pada 1 (satu) dcposito 

yang disetor kcpada Bank Pcmcrintah. 

Pasal 13 

Pcnanggung .Jawab P3MI pada saat pengambilan SIP3MI 

wajib menyerahkan scrtifikat atau bilyct deposito asli atas 

nama Mcntcri q.q. PJMI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu 

miliar lima rat us juta rupiah) kepada Dircktur Jcndcral. 

Bagian Ke sat u 

Penyetoran Deposito Uang ,Jaminan 

BAB III 

DEPOSITO 

Pasal 12 

SIPJMI berakhir dalam ha!: 

a. jangka waktu SIPJMI tclah bcrakhir; 

b. atas perrnintaan PJMI; atau 

c. P3MI dikcnakan sanksi adrninistratif pencabutan 

SIP3MI. 

Bagian Keenam 

Pcngakhiran Surat Izin Perusahaan 

Penempatan Pckerja Migran Indonesia 

a. surat permohonan tertulis dari Pcnanggung .Jawab 

P3MI kcpada Menteri mclalui Direktur Jcndcral di 

atas kertas bermctcrai cukup; 

b. SIP3MI yang masih berlaku: 

c. akta notaris perubahan dan pengesahan akta 

pcrubahan dari in stan si yang berwenang; dan 

d. penguasaan sarana dan prasarana kantor se suai 

jangka waktu berakhirnya SIPJMI. 
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Pasal 17 

Deposito uang jarninan digunakan untuk: 

a. biaya penyelesaian pcrsclisihan atau scngkcta Calon 

Pckerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran 

Indonesia dengan P3MI; 

b. biaya pcnyclcsaian pcrmasalahan atau kasus Calon 

Pekcrja Migran Indonesia atau Pckerja Migran 

Indonesia yang menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab P3MI dicabut a tau tidak dipcrpanjang; dan/ a tau 

c. biaya penyelesaian perrnasalahan atau kasus Calon 

Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran 

Indonesia yang menjadi kcwajiban P3MI dalam ha! 

Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran 

Indonesia tidak dipcrtanggungkan dan tidak 

terselesaikan mclalui Program Jaminan Sosial. 

Bagian Kedua 

Penggunaan Dcposito Uang Jaminan 

Pasal 16 

Penyerahan sertifikat atau bilvet deposito scbagaimana 

dimaksud dalam Pa sal 13 harus disertai dengan: 

a. surat kuasa pe ncairan bermeterai cukup dari 

Penanggung .Jawab P3MI kepada Mentcri; 

b. surat kctcrangan bank tentang kcabsahan serta 

kebcradaan dana sesuai nominal yang tertera pada 

sertifikat atau bilyet. dan 

c. surat pernyataan bank untuk tidak mencairkan 

dcposito uang jaminan kecuali seizin Mcnteri. 

Pasal 1 S 

Dcposito uang jarmrian sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 13 bcrlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

dcngan perpanjangan otomatis dan bunga dcposito uang 

jaminan menjadi hak P3MI. 
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Pasal 19 

( 1) Pencairan deposi to uang jaminan dapat dilakukan 

dalam hal P3MI tidak menyelesaikan perrnasalahan 

atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau 

Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Pencairan deposito uang jarn ma n scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh Direktur 

Jenderal kepada Menteri dengan mclampirkan 

persyaratan: 

a. bukti tenlang perrnasalahan atau ka sus Calon 

Pekerja Migran Indonesia alau Pekerja Migran 

Indonesia yang terjadi di wilayah kerjanya; 

b. penjelasan tentang upaya yang telah ditempuh 

dalam penyeiesaian permasalahan atau kasus 

Calon Pekcrja Migran Indonesia atau Pckerja 

Migran Indonesia; dan 

c. bcsarnya uang yang diajukan. 

(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan usulan Penanggung .Jawab P3MI atau 

instansi atau pejabat yang menangani permasalahan 

atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau 

Pekerja Migran Indonesia. 

Bagian Ketiga 

Pencairan Deposito Uang Jaminan 

Pasal 18 

Dalarn ha! dcposito uang jarrunan tidak mcncukupi untuk 

biaya pcnyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja 

Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf 

c, P3MI wajib memenuhi kekurangan biaya yang 

diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus 

Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran 

Indonesia. 
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mcnyctorkan kcmbali dcposito uang jarrunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), P3MI dilarang 

mclakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

pcncmpatan Pckcrja Migran Indonesia. 

(3) Dalam hal P3MI tidak memenuhi kewajiban 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), SIP3MI dicabut 

olch Mcnteri. 

kewajiban memenuhi 

Pasal 21 

( 1) P3MI wajib mcnyctorkan kembali sejumlah uang yang 

telah dicairkan sebagai jarnman deposito sehingga 

memenuhi jumlah nilai nominal sesuai ketentuan 

yang bcrlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung dari 

tanggal pencairan. 

(2) Selama P3MI belum 

Pasal 20 

( 1) Dcposito uang jamman yang tclah dicairkan 

berdasarkan pcrsctujuan pencairan deposito uang 

jaminan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 ayat 

(4) disampaikan oleh Dircktur Jenderal kepada 

instarisi atau pejabat yang mengusulkan untuk 

disampaikan kcpada Calon Pekerja Migran Indonesia 

atau Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris. 

(2) Penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dituangkan dalam bcrita acara dengan 

dilampiri bukti asli tanda terirna dan dilaporkan 

kepada Direktur .Jenderal dengan tcmbusan kcpada 

P3MI yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal permohonan tclah mcmenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tclah 

diberitahukan kepada P3MI, Menteri memberikan 

persetujuan pencairan dcposito uang jaminan. 
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Pasal 23 

( 1) P3MI dapat membentuk Kantor Ca bang di luar wilayah 

domisili kantor pusat. 

Bagian Kesatu 

Urn um 

BAB IV 

TATA CARA PERMOHONAN 

!ZIN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal22 

(1) Mcnteri mengembalikan sertifikat atau bilyet deposito 

kepada Penanggung Jawab P3MI atau organ 

pcrscroan tcrbatas yang tcrcantum dalam rapat 

umum pcmegang saham P3MI apabila: 

a. masa berlaku SIP3MI telah berakhir dan tidak 

dipcrpanjang lagi; 

b. SIP3MI dicabut; atau 

c. perpanjangan SIP3MI ditolak. 

(2) Pcngarnbilan scrtifikat atau bilyct dcpcsito uang 

jarnman scbagaimana dimaksud pada a vat ( 1) 

dilakukan atas dasar permohonan dari Penanggung 

Jawab P3MI. 

(3) Dalam hal Pcnanggung .Jawab P3MI mcninggal dunia 

atau berhalangan tetap, pengambilan sertifikat atau 

bilyct dcposito uang jaminan dapat dilakukan oleh 

organ perseroan terbatas yang tcrcantum dalam rapat 

umum pemcgang saham P3MI. 

(4) Pcrmohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sctclah bcrakhirnya perjanjian kerja Pekerja 

Migran Indonesia yang telah ditempatkan. 

Bagian Kccmpat 

Pengembalian Deposito Uang Jaminan 
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Pasal 26 

Izin Kantor Cabang P3MI dibcrikan mclalui tahapan: 

a. P3MI menyampaikan permohonan Izin Kantor Cabang 

P3MI mclalui OSS; 

b. OSS menerbitkan Izin Kantor Cabang P3MI 

berdasarkan Komitmen; 

c. Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Kantor 

Cabang P3Ml; 

d. Kepala Dinas Provinsi menyarnpaikan notifikasi Izin 

Kantor Cabang P3MI kepada Lernbaga OSS atas hasil 

pemenuhan Komitmen; dan 

e. Izin Kantor Cabang P3MI bcrlaku cfcktif bcrdasarkan 

notifikasi. 

Bagian Ked ua 

Pcncrbitan Izin Kantor Cabang 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

Pasal 25 

Seluruh kegiatan yang dilakukan olch Kantor Cabang P3MI 

mcnjadi tanggung jawab kantor pusat P3MI. 

Pasal 24 

Kantor Cabang P3MI dilarang mclakukan kegiatan dalarn 

bentuk apapun sccara langsung dengan mitra usaha atau 

pcmbcri kerja Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Kantor Cabang P3MI scbagaimana dirnaksud pada 

ayat ( 1) bcrtindak untuk dan atas nama kantor pusat 

P3MI. 

(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), bcrwenang untuk melakukan: 

a. penyampaian inforrnasi peluang kcrja; 

b. seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan 

c. pcnyelesaian kasus calon Pekerja Migran 

Indonesia atau Pckcrja Migran Indonesia sebelum 

bekerja atau sctclah bckcrja. 
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Pasal 28 

Izin Kantor Cabang P3MI bcrlaku scsuai dcngan jangka 

waktu bcrlakunya SIP3MI. 

Bagian Kctiga 

Masa Bcrlaku Izin Kantor Cabang Pcrusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

Pasal 27 

(1) P3MI wajib mcnyarnpaikan pemenuhan Komitmcn 

pcrsyaratan izin Kantor Cabang P3MI kcpada Kepala 

Dinas Provin si dalam waktu paling lama 5 (lima) hari 

kerja. 

(2) Dalam ha! pcnyarnpaian Komitmen dinyatakan 

lcngkap, Kepala Dinas Provinsi mclakukan vcrifikasi 

dokumen persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja. 

(3) Dalam hal verifikasi dokumcn scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan lengkap dan sah, 

Kepala Dinas Provinsi melakukan pcnilaian 

kclayakan/ckspos paling lama 1 (satu) hari kcrja 

dan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari 

kerja. 

(4) Bcrdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), Kcpala Dinas Provinsi 

menerbitkan izin Kantor Cabang P3MI dalam waktu 

paling lama 5 (lima) hari kerja. 

(5) Izin Kantor Cabang P3MI yang ditcrbitkan Kcpala 

Dinas Provinsi scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dinotifikasi ke sistem OSS untuk dapat berlaku 

efektif. 

(6) Format 12111 Kantor Cabang P3MI scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) se suai Format 3 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Mcntcri ini. 
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Pasal 30 

lzin Kantor Cabang P3MI bcrakhir apabila: 

a. berakhirnya SIP3MI; 

b. atas permintaan P3MI; atau 

c. izin Kantor Cabang P3MI dicabut. 

Bagian Kelima 

Pcngakhiran Izin Kantor Cabang 

Pcrusahaan Pcnempatan Pekerja Migran Indonesia 

Pasal 29 

(1) Untuk mendapat Izin Kantor Cabang P3MI, P3MI 

harus memenuhi Komitmen persyaratan: 

a. surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI 

kepada Kepala Dinas Provinsi di atas kertas 

bermctcrai cukup; 

b. SIP3MI yang masih berlaku; 

c. struktur organisasi Kantor Cabang P3MI; 

d. surat keputusan Penanggung Jawab P3MI 

tcntang pengangkatan dan penempatan kcpala 

Kantor Cabang P3MI dan karyawan; dan 

e. surat kcpemilikan a tau perjanjian 

sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan 

penguasaan sarana dan prasarana Kantor 

Cabang P3MI. 

(2) Pencrbitan Izin Kantor Cabang P3MI oleh Kepala Dinas 

Provinsi tidak dipersyaratkan adanya dcposito uang 

jarnman. 

Bagian Keempat 

Pemenuhan Komitmcn Izin Kantor Cabang 

Perusahaan Pcncmpatan Pekerja Migran Indonesia 
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Pasal32 

( 1) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 31, Dircktur Jcnderal 

dibantu o lch tim yang dibcntuk dan bcrtanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada aya t ( 1 ), 

keanggotaannya terdiri dari unsur: 

a. Dircktorat Jcnderal Pcmbinaan Pcncmpatan 

Tenaga Kcrja dan Perluasan Kcsempatan Kerja; 

b. Sckrctariat Jcndcral; 

c. Inspektorat Jendcral; dan/ a tau 

d. Oirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Kctenagakcrjaan dan Kcsclamatan dan 

Keschatan Kcrja. 

Pasal 31 

( 1) Dircktur Jenderal a tau Kepala Dinas Provinsi se suai 

dcngan kewenangan wajib mclakukan perigawasun 

atas: 

a. pcmenuhan persyaratan a tau Komitmen 

permohonan SIP3MI atau Kantor Cabang P3MI; 

b. pcmcnuhan standar: dan/ a tau 

c. usaha dan/ a tau kegiatan. 

(2) Dalam hal Penanggung Jawab P3MI atau Kantor 

Ca bang P3MI tidak dipenuhi pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diambil 

tindakan berupa pencabutan SIP3MI atau izin Kantor 

Cabang P3MI. 

(3) Tindakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaporkan kepada Lembaga OSS. 

(4) Pelaporan scbagairnana dimaksud pada ayat (3) 

menjadi dasar Lcmbaga OSS untuk mencabut izm 

usaha yang diterbitkan OSS. 

BAB V 

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA 
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Pasal 35 

( 1) Penanggung Jawab P3MI melaporkan kepada Direktur 

Jendcral tentang: 

Pasal34 

( 1) Kcpala Dinas Provinsi melaporkan penerbitan izin 

Kantor Cabang P3MI kepada Direktur Jenderal setiap 

3 (tiga) bulan sekali. 

(2) Kcpala Dinas Provinsi membcritahukan penerbitan 

12111 Kantor Cabang P3MI kepada Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota yang bcrsangkutan. 

(3) Bcntuk laporan pcncrbitan izin Kantor Cabang P3MI 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

se suar Format 4 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Pcraturan Mcntcri ini. 

Pasal33 

Dircktur Jenderal melalui Dircktur Pcncmpatan Tenaga 

Kerja Luar Negeri menyampaikan pcncrbitan SIP3MI 

kepada Kcpala Dinas Provinsi, Kepala Dinas 

Kabupatcn/Kota, dan pemangku kepentingan. 

BAB VI 

PELAPORAN 

(3) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. melakukan validasi terhadap pemenuhan 

Komitmcn persyaratan P3MI; 

b. melakukan pemeriksaan sarana dan pra sararia 

scsuai dengan dokumen yang dipersyaratkan: 

c. melakukan penelitian rcncana kerja penempatan 

dan pclindungan Pekerja Migran Indonesia; dan 

d. mcrekomendasikan pencabutan SIP3MI kcpada 

Direktur Jenderal. 
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Pasal37 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor PER.09/MEN/V /2009 ten tang Tata Cara 

Pembentukan Kantor Cabang Pclaksana Pcnempatan 

Tenaga Kerja Indonesia Swasta; 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal36 

( 1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai bcrlaku, P3MI 

wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam 

Peraturan Mentcri ini paling lama 6 (cnam) bulan scjak 

Peraturan Menleri ini diundangkan. 

(2) Dalam ha! kewajiban penyesuaian persyaratan 

scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dipenuhi 

oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

a. rcalisasi pcncmpatan Pckcrja Migran Indonesia 

secara berkala a tau sewaktu-waktu bila 

diperlukan; dan 

b. pembentukan dan penutupan Kantor Cabang 

P3MI. 

(2) Bentuk laporan Penanggung Jawab P3MI scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) scsuai Format 5 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 38 

Peraturan Mcntcri mi mulai ber laku pada tanggal 

diundangkan. 

b. Pcraturan Mcntcri Ketcnagakcrjaan Nomor 41 Tahun 

2015 ten tang Rencana Kerja Pcnempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan 

Prasarana Pclayanan Pcncmpatan Tenaga Kcrja 

Indonesia; dan 

c. Peraturan Me ntcri Ketenagakcrjaan Nomor 42 Tahun 

2015 ten tang Tata Cara Pembcrian, Pcrpanjangan, dan 

Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kcrja Indonesia, 

dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 
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,SH 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 

WIDODO EKATJAHJANA 

ttd. 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUSLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Juli 2019 

M. HANIF DHAKIRI 

ttd. 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUSLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juni 2019 

penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia 

memerin tahkan 

iru dengan 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

pengundangan Peraturan Menteri 
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NIP. 19600324 198903 1001 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

M. HANIF DHAKIRI 

ttd. 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

1. Format 1 : a. SIP3MI Baru 

b. SIP3MI Perpanjangan 

c. SIP3MI Perubahan 

2. Format 2: Rencana Kerja Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia 

3. Format 3 : Izin Penerbitan Kantor Cabang P3MI 

4. Format 4 : Laporan Kepala Dinas Provinsi tentang Penerbitan Izin 

Kantor Cabang P3MI 

5. Format 5 : Laporan P3MI: 

a. Realisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 

b. Pembentukan dan Penutupan Kantor Cabang. 

DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN 

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

- 25 - 



1. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nornor 242, Tarn bahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6141 ); 

2. Perat uran Pernerintah Nomor 24 Tah un 2018 tentang Pelavanan 

Perizinan Bcru saha Tcrintcgrasi Sccara Elektronik (Lernbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 90, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang 

Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..... ); 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan pcrmohonan Pcnanggung .Jawab PT .... kepacla 

Mcntcri melalui Surat Nomor ... tanggal ... ha! Permohonan SIP3MI 

PT ... ; 

b. bahwa berclasarkan basil verifikasi pemenuhan Komitmen 

persyaratan , maka IYJ' . . . memenuhi syarat unt u k dibcrika n 

SIP3Ml; 

c. bahwa berdasarka n pertimbangan sebagaimana dimak sud pada 

huruf a clan huruf b, pe rlu clitetapkan dengan Kcput usan Mcntcri; 

Menimbang 

MENTER! KETENAGAKERJAA:J REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

SURAT !ZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

PADA PT . 

TENTANG 

KEPUTUSAN MENTER! KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NO;VtOR ... TAHUN ... 

Format l .a 

SIP3Ml Baru 
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M. H/\NIF DHAKIRI 

MENTER! KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA. 

Ditctapkan di Jakarta 

pada tanggal ..... 

Keputusan Menteri ini rnulai berlaku pada tanggal ditctapkan sampai 

dengan tanggal . 

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan un t u k 

jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Peru sahaan sebagairnana dirnaksud dalam Diktum KESATU wajib 

melaksanakan penempatan clan perlind ungan Pekcrja Migran Indonesia 

sesuai dengan pcrat uran pcrundang-undangan. 

e-mail .... 

JI. . 

Telp . 

Penanggung Jawab 

Alarnat 

PT . Nama Pcrusahaan 

Mernberikan SIP3MI kepada: 

MEMUTUSKAN: 

- 27 - 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 



1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelinclungan 

Pekerja Migran Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tah un 2017 Nomor 2--l2, Tarnbahan Lernbara n Negara Republik 

Indonesia Nomor 61--l J ); 

2. Peraturan Pemcrintah Nomor 2--l Tahun 2018 tentang Pelavanan 

Perizinan Bcru saha Terintcgrasi Secara Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tarnbahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6215); 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang 

Ta ta Cara Pcner bit an Izin Peru sahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Ta h u n ... Nornor ..... ); 

Mcngingat 

a. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... 

tentang Perpanjangan Surat lzin Per usahaan Penempatan Pckerja 

Migran Indonesia (SIP31'vll) PT tclah bcrakhir pada tanggal ; 

b. bahwa bcrda sarkan permohonan Penanggung .Jawab IYf .... kcpada 

Menteri melalui Surat Nomor . . . tanggal . . . ha! Permohonan 

Pcrpanjangan SIP3Ml PT ... ; 

c. bahwa bcrclasarkan hasil verifikasi pemenuhan Komitmcn 

pcr svarntan , maka PT ... mcmenuhi syarat untuk dilakukan 

pcrpanjangan SIP3MI; 

d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Kcpu t u san 

l\1enteri; 

Me nimbang 

MENTER! KETENAGAKERJAAN I~EPU£3LIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERPANJANGAN SURAT !ZIN PERUSAHMN PENEMPATAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PAD/\ rr . 

TENT ANG 

TAIIUN ... NOMOR ... 

KEPUTUSAN MENTER! KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Format l .b 

SIP3Ml Pcrpanjangan 
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M. HANIF DHAKIRI 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal ..... 

Kcpu tu san Menteri ini mulai bcrlaku pada tanggal ... sampai dengan 

tanggal ...... 

Izin sebagaimana dimaksud dalarn Diktum KESATU diberikan untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Peru sahaan scbagaimana dimaksud clalam Diktum KESATU wajib 

melaksanakan pcncmpatan clan perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan. 

e-mail .... 

JI. .. 

Tclp .. 

Penanggung Jawab 

Alam at 

Memberikan perpanjangan SIP3MI kcpada: 

Nama Perusahaan Pf . 

MEMUTUSKAN: 
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KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

KESA TU 

Menetapkan 



1. Undang-U nclang Nomor 18 Tah un 2017 ten tang Pel ind ungan 

Pe kerja Migran Indonesia (Lernbara n Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 2-+2, Tam bah an Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6141): 

2. Perat uran Pernerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelava nan 

Perizinan Beru saha Terintcgrasi Sccara Ele ktronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tah u n 2018 Nomor 90, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6215): 

3. Perat uran Me nteri Kete nagakerjaan Nomor .... Tah un ... tentang 

Tata Cara Penerbitan lzin Pcru sahaan Pencmpatan Pe kerja l\ligran 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nornor ..... ): 

Mengingat 

a. bahwa berda sarkan permohonan Penanggung .Iawab JYJ' ... kepacla 

Me nter i melalui Surat Nornor tanggal ... ha! permohonan 

perubahan SIP3\11 PT 

b. bahwa berdasarkan hasil vcrifikasi pcmcnuhan Ko m it me n 

persyaratan , maka ]YI' ... memenuhi syarat untuk diberikan 

SIP3Ml; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak sud pada 

h uruf a clan huruf b, pcrlu ditetapkan clengan Keputusan Mcnu-ri: 

Menirnbang 

l\lENTERI KETENAGAKEl<JAAN REPUI1LIK INDONESIA, 

DENGAN RAll'.\1AT TUIIAN YANG MAHA ESA 

PERUBAIIAN SURAT !ZIN l'EIWSAHAAN PENEMPATAN 

PEKEl<JA Ml GRAN l:'WOI\ESIA PADA rr . 

TENT ANG 

KEPUTUSAN \1ENTERI KETENAGAKERJAAN 

l<EPUHLIK 11':DONESIA 

NOMOR ... TA HUN ... 

Format l .c 

SIP3MI Pcru ba han 
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M. HANIF DHAKll~I 

MENTER! KETENAGAKERJAAN 

REPUHLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal ..... 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 

tanggal sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

.... Tahun tcntang Surat Izin Pcrusahaan Pcncmpatan Pckcrja Migran 

Indonesia (SIP3MI) pada Pl'. 

Alam at 

Sernula 

Mcnjadi 

Penanggung .Jawab 

Semula 

Menjadi 

Mengubah Diktum Kesatu Keputu san Menteri Ketenagakerjaan Nornor 

... Tah u n ... tentang Surat lzin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (SIP3MI) pada Pl' sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Na ma Pcrusahaan : fYT . 

Mf~MUTUSKAN: 

- 31 - 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 



Jakarta, .......... 

Pcnanggung .Iawa h P3MJ 
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PERSEORANGAN/RUMAH HUKUM LAPANGAN/TAHUN 
TANGGA TARGET TARGET (kali/tahun) 
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Format :2 . 

. 1 p -kerja Migran Indonesia . ct .. Rcncana Kerja Pe ne rn pa ta n dan Pcl inr ungan . cK .r-r i ' P L 111)at·111 dan Pclindungan Pekerja Migran In orie sta Rcrica na erja e ne r < 



Alarnat Kantor Ca bang 

Membcrikan izin Kantor Cabang Peru sahaan Pcncrnpatan Pe kerja 

Migran Indonesia (P3MI) untuk mclakukan operasional perekrutan 

Calon Pe kerja l\1igran Indonesia di wilayah Provinsi ..... , kepada: 

Nama Per usahaan 

Pcnanggung Jawab 

KESATU 

Mcnct apkan 

MEl\1UTUSKAN: 

Perizinan Beru saha Terintegrasi Sccara Elektronik (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 90, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 

3. Kepu t u san Meriteri Ketenagakcrjaan tentang Surat Izin 

Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pf ........ ; 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 242, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6141 ); 

2. Peraturan Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2018 ten tang Pelavanan 

Mcngingat 

bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia fYf. .... Norn or ... tanggal .... pcrihal 

perlu menctapkan Kepu tu san Kepala Dinas Tenaga Kerja Provin si 

tentang Izin Kantor Cabang Per usahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia Pf ; 

Mcnimbang 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINS! ....... ; 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

!ZIN KANTOR CAl3ANG 

PERUSAIIAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

fYJ' ........ 

KEPUTUSAN 

KEPALA OINAS TENAGA KER,JA PROVINS! ...... 

NOJ\10R: 

KOP SURAT DINAS 

Format 3 

lzin Kantor Cabang P3MJ 



NIP. 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA 

PROVINS! .... , 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

Keputusan Ke pala Dinas ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkan 

sampai dcngan tanggal ...... (berakhirnva jangka wakt u SIP3MI PT ..... ) 

KEEMPAT 

Kantor Cabang P3MI scbagairnana climaksud dalam Diktum KESATU 

bcrwcnarig untuk: 

1. menvarnpaikan informasi peluang kcrja: 

2. menveleks: calon Pe kerja Migran Indonesia; clan 

3. menvele saika n ka su s ca Ion Pckcrja Migran Indonesia/ Pekerja 

Migran Indonesia sebelum be kerja atau setelah bekerja. 

KETIGA 

Wilayah operasional Kantor Cabang P3Ml scbagaimana dimaskucl 

clalam Diktum KESATU. meliputi .... 

KEDUA 

Nomor Telp/ HP 
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NIP . 

A DINAS TENAGA KERJA 

PROVINSI .... , 

3. 
4. 

1. 
t-------t--- 

2. 

NAMA KABUPATEN/ NO DAN TANGGAL TANGGAL WILAYAII NO HP ALAMAT TGL IZIN AWAL AKHIR PIMPINAN KOTA PEN DI RIAN HERLAKU BERLAKU OPERASIONAL 
~------- ---· -- 

- ---- ----·-- 

- 

-- --- 

- 

NAMA DAN ALAMAT 
KANTOR CABANG P3MI NO 

LAPORAN PENERBITAN !ZIN KANTOR CABANG !'3M! 

KOP SURAT DINAS 

Lapora n Ke pa la Di n a s Provin si tcntang Pcncrbit a n lzin Kantor Cabarig P3Ml 

Format 4 



Jakarta, . 

Pcnanggung Jawab P3MI 

Alamat 
-- 

Jenis Nama Alam at Nama Alamat Tgl 
Nama Kab/ Jenis Negara No No Tgl Selesai 

No NIK PMI Desa Kecamatan Prov Jabatan Pemberl Pemberi Pemberi Mitra Mitra Beran 
PMI Kota Kelamin Tujuan Paspor Visa Kontrak 

Kerja Kerja Kerja Usaha Usaha gkat 
--·-· ---- -- --- 

I. 
--· - - 

2. 

:3. 
- -- ---- 

4 
- -- 

5. 
-- ~ 

Tt:"lp/ Fax. 

J·:111 ail 

Alam at 

Nam« !'3M I . JYJ' . 

REALISASI PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Lapor.m Rcalisasi Penernpatan Pe kerja Migran lnrlonesia 

Format :'i.a 
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Penanggung .Jawab P3\11 

Jakarta . 

No Nomor SK Tanggal SK Telepon 
Nama Kepala 

Alamat Email 
Kantor Cabang 

' 

I 
l ' ,_ - - - 

I 

--~ 

I l _ I 

- 

(YJ' , ...... 

LAPORAN PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KANTOR CABANG 

Laporan Pernberit ukan dan Pcnut upan Kantor Cabang P31\11 

Format 5 b 


